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Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran
dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti
mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi
Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses
implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai
hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh
pemerintah, jJumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin
usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi
mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

...... The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax
objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers
took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted
with aqualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation
of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the
process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints
such as alack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less
amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok
government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to
businesses and consumers warteg services.
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